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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN PELAYANAN BPJS BERDASARKAN 

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 67 TAHUN 2015 

TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD KOTA PEKANBARU 

REZA ZUHDI AFGANI (2020) Penelitian ini ditulis dengan latar 

belakang bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masih banyak keluhan 

dari peserta pengguna BPJS kesehatan di kota Pekanbaru terkait pelayanan yang 

diberikan oleh BPJS kesehatan Hal ini dapat dilihat dari banyak nya keluhan yang 

disampaikan oleh pengguna jasa BPJS, baik kepada BPJS Kesehatan maupun 

Kepada Ombudsman. 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan 

BPJS berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2015 Tentang 

Integrasi Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota 

Pekanbaru dan apakah kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pelayanan BPJS 

berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Integrasi 

Jaminan Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan 

menganalisa pelaksanaan pelayanan BPJS berdasarkan Peraturan Gubernur Riau 

Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru. Adapun  Sifat penelitiannya yaitu 

termasuk kedalam penelitian deskriptif yaitu melukiskan suatu kejadian didaerah 

tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan 

yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.Data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, Observasi dan Kajian Pustaka. 

Berdasarkn hasil penelitian ini bahwa Ombudsman merupakan sebuah 

Lembaga Pengaduan Masyarakat terhadap sikap tindak penyelenggara negara. 

Pada Januari 2018 saja BPJS sudah menerima 142 antara lain terdapat 9 keluhan 

laporan pengaduan dari masyarakat yang masuk di RSUD Arifin Ahmad Kota 

Pekanbaru 

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa.1) Pelaksanaan pelayanan 

BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru berlum 

berjalan secara optimal, salah satu yang berperan ikut serta dalam menangani 

maladministrasi, terakit dengan pelayanan public tersebut adalah dengan 

Ombudsman. 2) Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pelayanan BPJS di Rumah Sakit Arifin Ahmad Kota Pekanbaru terbagi atas factor 

internal  dalam memberikan pelayanan bagi pasien peserta BPJS yaitu fasilitas 

atau bangunan rumah sakit perlu dilakukan renovasi serta penambahan fasilitas 

medis guna mendukung kinerja pelayanan yang optimal. Adapun saran dalam 

penelitian ini adalah : 1) Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru 2) 

Pihak Ombudsman sebagai tempat pelapor dalam pelaksanaan pelayanan public. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hidup sehat merupakan hak yang paling mendasar dan prasyarat agar 

seseorang bisa berfungsi normal,
1
maka setiap orang berhak menerima pelayanan 

kesehatan, tercermin didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) 

yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan. Secara tegas didalam Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 28 H ayat (1) menjelaskan yang salah satunya masyarakat berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari penyedia fasilitas kesehatan, hal 

tersebut dapat dijadikan pedoman agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi 

kebutuhan kesehatan serta mendapatkan pelayanan yang baik dari penyedia 

fasilitas kesehatan. 

Pendirian sebuah negara mempunyai tujuan. Tujuan tersebut dicantumkan 

dalam konstitusi negara masing-masing. Tidak terkecuali dengan Indonesia. 

Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu realisasi kebijakan 

pemerintah di bidang kesejahteraan masyarakat. Dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa 

Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial perlu dibentuk badan 

                                                             
1
Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 

2014, hlm. 1. 
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penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik, maka pemerintah 

membentuk Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Integrasi 

Jaminan Kesehatan Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masih banyak 

keluhan dari peserta pengguna BPJS kesehatan di kota Pekanbaru terkait 

pelayanan yang diberikan oleh BPJS kesehatan Hal ini dapat dilihat dari banyak 

nya keluhan yang disampaikan oleh pengguna jasa BPJS, baik kepada BPJS 

Kesehatan maupun Kepada Ombudsman. 

Ombudsman merupakan sebuah Lembaga Pengaduan Masyarakat terhadap 

sikap tindak penyelenggara negara. Pada Januari 2018 saja BPJS sudah menerima 

142 antara lain terdapat 9 keluhan laporan pengaduan dari masyarakat yang masuk 

di RSUD Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Data yang penerima peroleh dari 

Ombudsman diantaranya: 

a. Pelapor tidak mendapatkan pelayanan di RSUD Arifin Ahmad padahal 

pelapor merupakan peserta aktif BPJS. 

b. Pelapor mengeluhkan mengenai pasien peserta BPJS masih dipungut biaya 

oleh rumah sakit. 

c. Pelapor mengeluh terkait penundaan berlarut dalam menangani penyakit 

Pelapor sehingga pelapor akhirnya harus mencari rumah sakit yang bisa 

cepat menangani penyakit pelapor.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu 

penelitian dengan judul “PELAKSANAAN FUNGSI OMBUDSMAN DALAM 

MENERIMA PELAYANAN BPJS BERDASARKAN PERATURAN 

GUBERNUR RIAU NOMOR 67 TAHUN 2015 TENTANG INTEGRASI 
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JAMINAN KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN 

KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD 

KOTA PEKANBARU”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berkenaan dengan latar belakang maslah yang dikemukakan diatas maka 

dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yang dikaji agar tidak 

menyimpang dari judul dan tujuan penelitian maka penulis hanya membatasi 

permasalahan ini pada: Fungsi Ombudsman Dalam Menerima Pelayanan BPJS. 

 

C. Rumusan masalah  

Berdasar pada lingkup penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan BPJS berdasarkan Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Integrasi Jaminan 

Kesehatan Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru ? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan BPJS 

berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2015 Tentang 

Integrasi Jaminan Kesehatan Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru?  
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D. Tujuan DanManfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan BPJS berdasarkan Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Integrasi Jaminan 

Kesehatan Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pelayanan BPJS berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 

2015 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru. 

Sedangkan yang menjadi Manfaatdalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum serta dapat memberikan 

sumbangan pemikiran guna membangun argumentasi ilmiah terhadap 

obat-obatan yang beredar di pasaran. 

2. Untuk dapat memberikan tambahan pengetahuan, sumbangan pemikiran 

bagi masyarakat luas, dalam pelaksanaan pelayanan BPJS khsusunya 

Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota 

Pekanbaru. 
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E. Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan 

suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data 

yang lebih akurat dan benar sehingga nantinya dapat menjawab seluruh pokok 

permasalahannya dalam penelitian ini, dengan metode sebagai berikut : 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa 

pelaksanaan pelayanan BPJS berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum 

Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru. Adapun dalam penelitian ini penulis 

akan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan 

menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian 

deskriptif yang melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu 

yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti 

terutama berkaitan dengan judul ini.
2
 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau.Adapun alasan pemilihan judul karena 

data aduan/ laporan dari masyarakat bersumber dari Ombudsman, tugas antara 

lain Ombudsman adalah terkait dengan pelayanan publik untuk masyarakat 

                                                             
2
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Rajawali Pres, Jakarta: 2010, hlm.10 
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salah satunya adalah terkait dengan pengaduan dalam penyelenggara jaminan 

sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota Pekanbaru. 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang 

sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), 

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.
3
 

Yang dari definisi diatas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini 

antara lain: 

1) Sub. Bagian penerima laporan atas pengaduan dan pelayanan public 

Ombudsman terkhususnya terkait dengan permasalahan Penyelenggara 

Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota 

Pekanbaru; 

2) Pelapor atau orang yang pernah melapor terkait dengan Penyelenggara 

Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Kota 

Pekanbaru; 

3) Penerima Jaminan Sosial atau di kenal dengan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin 

Achmad Kota Pekanbaru; 

b. Sampel 

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka 

penulis menentukan sampel.Sampel  merupakan bagian dari populasi yang 

                                                             
3
Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 

2012, hlm.118. 
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dianggap mewakili populasinya.
4
 Dan metode yang dipakai adalah purposive. 

Metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sample yang mewakili jumlah 

populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh 

penulis. Penelitian ini menggunakan waktu 6 bulan atau 180 hari. Penelitian 

ini dimulai bulan Januari  dan selesai bulan Februari, Tahun 2020 Untuk lebih 

jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat kita lihat tabel berikut : 

Tabel I.1 

Jumlah Populasi dan Sampel 

No. Jenis Populasi  Populasi Sample  (%) 

1 Sub. Bagian Penerima Laporan di 

Ombudsman 
3 1 33% 

2 
Pelapor atau orang yang pernah 

melapor di Ombudsman 
5 3 60% 

3 Masyarakat Penerima BPJS 18 2 11% 

Jumlah 24 5 - 

Sumber :Data Olahan Peneliti Tahun 2020 

4. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Data Primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dri para 

responden, sehubungan dengan pembahasan penelitian ini yang berkenaan 

dengan pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 

Kota Pekanbaru.  

b. Data Sekunder yaitu dokumen yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan 

berupa buku-buku literature, pendapat para ahli dan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.  

 

 

                                                             
4
Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta: 2013,hlm. 79. 
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5. Metode Pengumpul Data 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara : 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ 

percakapan (tanya jawab)  secara langsung kepada responden. 

b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melalui proses pengamatan 

langsung melalui gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. 

c. Kajian Pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam 

mencari dan mengumpulkan stimulus-stimulus yang mendukung dan 

menguatkan penelitian yang diadakan.Metode ini dilakukan dengan 

mengkaji berbagai literatur yang mendukung dan berkaitan dengan objek 

penelitian. 

6. Metode AnalisisData dan Penarikan Kesimpulan 

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer 

maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan 

berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang 

diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian 

diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan 

dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.Kemudian penulis mengambil 

kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil 

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat 

umum. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Profil Rumah Sakit Arifin Achmad Kota Pekanbaru 

Secara singkat perkembangan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru 

sejaktahun 1950 sampai dengan tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut:
5
 

1. Tahun 1950-1975 

Perkembangan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dimulai pada tahun 

1950-an, pada waktu itu gedung rumah sakit yang ada merupakan peninggalan 

pemerintah Belanda dengan kapasitas 20 TT, yang berlokasi di Jalan Kesehatan. 

Pada awal tahun 1960-an, Pemerintah Provinsi Dati I Riau membangun sebuah 

rumah sakit dengan kapasitas 50 TT, yang berlokasi di Jalan Melur Pekanbaru, 

dengan status Rumah Sakit milik Pemerintah Dati II Kodya Pekanbaru. Mulai 

tahun 1963 kegiatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit di Jalan Kesehatan 

dipindahkan ke gedung yang berlokasi di Jalan Melur, Selanjutnya bersamaan 

dengan itu Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia membangun gedung Rumah Sakit yang terletak di Jalan Diponegoro 

diatas lahan 6 Ha. Yang dioperasikan pada pertengahan tahun 1970, sebagai 

tempat ruang perawatan utama, sedangkan pelayanan rawat jalan dan ruang 

perawatan umum masih tetap di gedung rumah sakit yang berada di Jalan Melur. 

2. Perkembangan 1976-1996 

Pada tahun 1976-1996 rumah sakit yang berlokasi di Jalan Diponegoro 

diresmikan dengan nama Rumah Sakit Provinsi (RSUP) Pekanbaru berdasarkan 

                                                             
5
Dokumen Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru 
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surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Riau No. KPTS-70/V/1976 dengan 

status Rumah Sakit Tipe C milik Pemerintah Dati I Riau, dengan demikian segala 

kegiatan telah dipindahkan ke gedung RSUP. Selanjutnya pada tahun 1993 

berdasarkan Surat Keputusan No. KPTS-22/I/1993 RSUD Pekanbaru ditingkatkan 

kelasnya sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan, dengan nama Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru yang susunan organisasinya disesuaikan 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (Perda No. 2 tahun 

1996), tentang susunan dan tata kerja organisasi RSUD Propinsi Riau yang 

disetujui oleh Mendagri dengan SK No. 149/1996. 

3. Tahun 1996-2000 

Terhitung 9 Juni 1997 diberlakukan pola tariff sesuai Perda No. 3 tahun 

1996 (11 April 1996) yang sejalan dengan Surat Keputusan Departemen Dalam 

Negeri No. 445/0514/Puod/96. Pelaksanaan program tahun 1998/1999 

menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan dan melengkapi sarana, 

peralatan serta peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas 

pelayanan, dapat dilihat dengan telah terakreditasinya RSUD tanggal 23 

November 1998 dan saat ini sedang mempersiapkan Akreditasinya 12 fungsi 

pelayanan. Peningkatan sumber daya manusia, dapat dilihat telah dijalinnya 

kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNAND dimana RSUD ditetapkan 

sebagai Rumah Sakit jaringan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). 

Kebijaksanaan perlunya merivisi master plan yang telah dilaksanakan pada 

program kerja tahun 1999/2000, diarahkan pada pengembangan berbagai program 

fungsi pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan penyakit masyarakat. 
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Selanjutnya pengembangan RSUD diarahkan pada RS Pendidikan (Teaching 

Hospital) dengan pelayanan paripurna dalam arti sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan (konsumen). 

Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Tingkat I Riau No. 

440/Binsos/3268 tanggal 16 Desember 1999 menetapkan RSUD menjadi Rumah 

Sakit Kelas B Pendidikan. Hal ini juga dikuatkan dengan SK Menkes No. 

240/MENKES-KESSOS/SK/III/2001 tentang Peningkatan Kelas RSUD 

Pekanbaru Milik Pemerintah Provinsi Riau tanggal 23\Maret 2001. Diharapkan 

dengan program pengembangan ini, RSUD lebih berfungsi sebagai pusat 

pendidikan sekaligus sebagai pusat rujukan kesehatan di Wilayah Propinsi Riau 

dengan pelayanan paripurna yang lebih berorientasi kepada kepuasan pelanggan, 

sebagai tempat Pendidikan Sarjana Kedokteran, calon dokter atau sebagai 

pelaksana kurikulum KKJ/KKS Fakultas Kedokteran Universitas Riau (FK-

UNRI), sebagai temapat pelaksanaan diklat berbagai profesi kesehatan lainnya 

dan menjadi Pembina Rumah Sakit Dati II lainnya dan sebagai Rumah Sakit 

jaringan pelaksana Program Studi Dokter. Selanjutnya Putra-Putri Bangsa 

khususnya Putra-Putri Riau memperoleh peluang besar mengikuti pendidikan dan 

mengabdikan diri sebagai dokter dengan pembiayaan yang relative terjangkau dan 

di Provinsi Riau sehingga tersedia SDM yang siap ditugaskan didaerahnya 

sendiri, lebih mendekatkan diri dengan masyarakat sekalipun jauh terpencil. 

4. Tahun 2001-2010 

Perkembangan fisik dan pengembangan fungsi pelayanan RSUD terlihat 

sangat signifikan pada 7 (tujuh) terakhir. Pada tahun 2000 dibangun gedung IRNA 
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Medical 4 lantai, renovasi Gedung IRNA D lama menjadi IRNA VIP dan 

pembangunan IGD sebanyak 3 lantai yang bertempat dibekas kuburan Kristen. 

Pada akhir tahun 2002 dibangun Gedung baru bekas kantor pusat RSUD menjadi 

gedung Perawatan Kelas Utama. Pembangunan IGD yang mulai sejak tahun 2000 

telah rampung sampai tahap V di tahun 2004 dan difungsikan pada tahun 2005. 

Sejak 9 Agustus 2005, RSUD Provinsi Riau berganti nama menjadi RSUD Arifin 

Achmad. Pada tahun 2006, RSUD menyelesaikan pembangunan gedung 

Perawatan Kelas Utama dan siap memfungsikan 29 tempat tidur dari 120 tempat 

tidur yang direncanakan pada tahun ini. 

 RSUD juga menerima bantuan dana APBN untuk pembangunan gedung 

dan pengadaan alat radiotherapy sebagai langkah awal pengembangan layananan 

unggulan onkologi. Sosialisasi dan Optimalisasi fungsi SIM-RS tahap akhir, juga 

dilakukan dengan KSO, sehingga parameter pemeriksaan dapat ditingkatkan 

dengan kualitas yang lebih baik. Keberhasilan RSUD dalam mendapatkan 

Sertifikat Akreditasi untuk 12 Kegiatan Pelayanan dan Sertifikasi ISO 9000:2001 

tahun 2010 menjadi warna tersendiri dalam Penyusunan Revisi Master Plan 2008-

2013 menuju RS Tipe A. Seluruh program yang dilakukan, diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas Pelayanan Kesehatan secara paripurna, dengan beberapa 

layananan unggulan yang terakreditasi dan memenuhi Standar Internasional yang 

pengelolaan institusinya sebagai Badan Layanan Umum Daerah. 

5. Tugas Pokok 

a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dengan 

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara 
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serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan 

melaksanakan upaya rujukan dengan didukung oleh penyelenggaraan 

kegiatan pembinaan dan pengelolaan keuangan, materil dan personil. 

b. Menyusun rencana kerja dan program pelayanan di lingkungan RSUD 

Arifin Achmad. 

c. Melaksanakan rencana kerja dan program pelayanan yang menyangkut 

bidang tugasnya sesuai mekanisme yang ditetapkan. 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksana pekerjaan. 

e. Membuat laporan sesuai denagn prosedur yang ditetapkan.  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau. 

6. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok RSUD Arifin Achmad 

melaksanakan fungsi: 

a. Pelayanan Medik 

b. Pelayanan Menunjang Medik dan Non Medik 

c. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan 

d. Pelayanan Rujukan 

e. Pendidikan dan Pelatihan 

f. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Umum, Personil, Material, 

Logistik serta Keuangan. 
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7. Visi dan Misi 

1) Visi 

Adapun yang menjadi Visi Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 

Pekanbaru ialah menjadi Rumah Sakit Pendidikan Mandiri sesuai pelayanan 

paripurna yang memenuhi standar internasional 

2) Misi 

a. Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan sesuai standar 

internasional. 

b. Melaksanakan fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran 

dan Pendidikan Kesehatan lainnya. 

c. Melaksanakan fungsi administrasi secara professional 

3) Motto 

Ramah, Tepat dan Bertanggungjawab 

4) Nilai-nilai 

a. Kejujuran 

b. Kerjasama 

c. Tanggungjawab 

d. Prestasi Kerja 

e. Keterbukaan.
6
 

8. Struktur Organisasi 

Organizing atau organisasi merupakan suatu proses yang dilakukan 

pimpinan perusahaan dalam mengkoordinir dan menggerakkan semua saran yang 

                                                             
6
Ibid. 
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tersedia serta membagi tugas dalam usaha mencapai target yang telah 

direncanakan. 

Struktur organisasi dapat diartikan sebagi alat organiasi yang akan 

memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan 

tanggungjawab baik secara vertikal maupun secara horizontal, dengan kata lain 

struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan kerja antar tugas, fungsi, 

wewenang dan tanggungjawab masing-masing orang atau bagian dalam 

organisasi. Rumah Sakit Umum Daearah Arifin Achmad Provinsi Riau dibentuk 

dengan berpedoman pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 tahun 1996 tentang 

susuan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau. 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau tentang susunan 

organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi tingkat I Riau, 

susunan organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau terdiri dari: 

1. Direktur 

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina 

pelaksanaan, mengkoordinasikan, dan mengawasi tugas di Rumah Sakit sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Wakil Direktur Pelayanan 

Wakil direktur pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan serta 

mengawasi bidang-bidang tersebut. 

a. Bidang Pelayanan 

Bidang pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan 

pelayanan medis dan menunjang medis, melaksanakan pemantauan, pengawasan, 



 

 

 

16 

penggunaan fasilitas, pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan 

pasien. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang pelayanan dibantu oleh 3 

orang kepala seksi yang terdiri dari : 

1) Kepala seksi pelayanan I 

Tugas kepala seksi pelayanan I adalah memgkoordinasikan seluruh 

kebutuhan instalasi rawat jalan, instalasi bedah sentral, instalasi perawatan 

intensif, instalasi radiologi, instalasi patologi klinis dan instalasi patologi 

anatomi. 

2) Kepala seksi pelayanan II 

Tugas kepala seksi pelayanan II adalah mengkoordinasikan seluruh 

kebutuhan instalasi rawat inap, instalasi rehabilitasi medis, instalasi 

pemulasaran jenazah dan instalasi rawat darurat. 

3) Kepala seksi pelayanan III 

Tugas kepala seksi pelayanan III adalah mengawasi, memantau, 

mengendalikan penerimaan dan pemulangan pasien. Masing-masing 

kepala seksi pelayanan ini bertanggungjawab kepada bidang pelayanan. 

4) Bidang Keperawatan 

Bidang keperawatan mempunyai tugas melakukan bimbingan 

pelaksanaan asuhan keperawatan, etika serta mutu perawatan. Bidang 

keperawatan dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada 

wakil kepala pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang 

perawatan ini dibantu oleh 3 orang kepala seksi yang terdiri dari. 
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1. Kepala seksi perawatan I 

Tugas kepala seksi pelayanan I adalah membantu kepala bidang 

perawatan dalam hal pembinaan dan pengembangan asuhan keperawatan 

rumah sakit. 

2. Kepala seksi perawatan II 

Tugas kepala seksi perawatan II adalah membantu kepala bidang 

keperawatan dalam hal kelancaran logistik/sarana keperawatan rumah 

sakit. 

3. Kepala seksi perawatan III 

Tugas kepala seksi perawatan III adalah membantu kepala bidang 

perawatan dalam hal peningkatan pendidikan, pelatihan perawatan dan 

etika serta mutu perawat. 

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

Wakil direktur umum dan keuangan membawahi : 

1) Bagian secretariat 

2) Bagian perencanaan dan rekam medis 

3) Bagian keuangan 

Tugas wakil direktur umum dan keuangan meliputi 

kegiatankegiatan kesekretarian, perencanaan, rekam medis, penyusun 

anggaran dan pembendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana serta 

ketatausahaan dan kerumahtanggaan. 
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a. Kesekretarian 

Sekretariat mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, 

kerumahtanggaan, dan perlengkapan dipimpin oleh seorang kepala dan 

bertanggungjawab kepada wakil direktur umum dan keuangan. 

Kepala bagian sekretariat meliputi : 

1) Sub bagian tata usaha 

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan surat-menyurat, 

pengarsipan, penggandaan dan tata usaha rawat inap. 

2) Sub bagian kepegawaian 

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan 

kepegawaian dan kesejahteraan pegawai. 

3) Sub bagian rumah tangga 

Sub bagian rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan 

rumah tangga, pemeliharaan, laundry, dan ketertiban lingkungan rumah 

tangga serta menyediakan perlengkapan. 

b. Bagian Perencanaan Rekam Medis 

Bagian perencanaan dan rekam medis mempunyai tugas 

penyusunan program dan laporan, rekam medis, hokum perpustakaan, 

publikasi, pemasaran sosial serta informasi rumah sakit. Bagian ini 

dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada wakil direktur 

umum dan keuangan. Kepala bagian perencanaan dan rekam medis 

meliputi : 

1) Sub bagian penyusunan program dan laporan 
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Sub bagian ini bertugas mempersiapkan dan mengolah data serta 

menyusun laporan semua unsure-unsur dilingkungan rumah sakit. 

2) Sub bagian rekam medis 

Sub bagian rekam medis bertugas menyelenggarakan rekam medis. 

3) Sub bagian hukum, informasi dan perpustakaan 

Sub bagian hukum, informasi dan perpustakaan mempunyai tugas 

pelayanan hukum, informasi dan penyelenggaraan perpustakaan. 

c. Bagian keuangan 

Bagian keuangan bertugas mengkoordinasikan serta melaksanakan 

pengelolaan rumah sakit yang meliputi penyusunan pada anggaran, 

pembendarahaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana. Bagian ini 

dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada wakil direktur 

umum dan keuangan. Bagian ini membawahi : 

1) Sub bagian penyusunan anggaran 

Sub bagian penyusunan anggaran mempunyai tugas menyiapkan 

rencana penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, otorrisasi dan 

pembukuan. 

2) Sub bagian perbendaharaan 

Sub bagian perbendarahaan mempunyai tugas ketatausahaan, keuangan, 

dan pengelolaan perbendarahaan di lingkungan rumah sakit. 

3) Sub bagian verifikasi 
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Sub bagian verifikasi mempunyai tugas meneliti, menagih dan memina 

pertanggungjawaban keuangan. Masing-masing sub bagian dipimpin 

oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada bagian keuangan. 

Unit pelaksana fungsional 

d. Unit pelaksana fungsional adalah unsur pelaksana yang 

berada dibawah koordinasi wakil direktur. Unit ini terdiri dari 

tenaga-tenaga medis, paramedis, paramedis non perawatan dan paramedis 

dalam jabatan fungsional serta dan tenaga non medis, dipimpin oleh 

seorang pejabat fungsional selaku kepala instansi yang ditunjuk oleh 

direktur. Unit pelaksana fungsional meliputi : 

1) Instalasi rawat jalan 

2) Instalasi rawat inap 

3) Instalasi bedah sentral 

4) Instalasi perawatan instensif 

5) Instalasi radiologi 

6) Instalasi patologi klinik 

7) Instalasi patologi anatomi 

8) Instalasi rehabilitasi medis 

9) Instalasi pemulasaran jenazah 

10) Instalasi gawat darurat 

11) Instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit 

12) Instalasi gizi 

13) Instalasi farmasi 
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B. Profil Ombudsman Republik Indonesia 

1. Sejarah Ombudsman  

Ombudsman Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah 

salah satu lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi 

penyelengaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

Negara dan Pemerintah. Lembaga ini juga mempunyai kewenanangan mengawasi 

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 

perseorangan yang diberi tugas menyelengarakan pelayanan publik tertentu yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7
Ombudsman Republik 

Indonesia adalah lembaga negara independen yang menerima dan menyelidiki 

keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi publik, 

misalnya keputusan-keputusan atau tindakan pejabat publik yang ganjil, 

menyimpang, sewenang-wenang melangar ketentuan, penyalahgunaan kekuasaan, 

keterlambatan yang tidak perlu, atau pelanggaran kepatutan. 

Ombudsman sangat erat kaitanya dengan proses dan rangkaian pelayanan 

publik. Sedangkan pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.Pelayanan ini diperuntukan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

                                                             
7
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 

Republik Indonesia, Bab1, Pasal 1.   
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penyelengaraan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik adalah 

pengadaan dan penyaluran barang publik, penyediaan jasa publik, pelayanan 

administratif bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah.yang pelaksanaanya merupakan misi negara. 

Kata Ombudsman sendiri berasal dari Skandinavia, sering diartikan 

sebagai wakil sah dari seseorang. Lembaga semacam ini pernah dipraktekan di 

Cina sekitar 2000 tahun lalu selama Dinasti Han dan di Korea pada era Dinasti 

Chosen. Menjembatani penyelesaian masalah kerajaan dan rakyatnya. Pada tahun 

1809 lembaga ini yang semula berupa informal berubah menjadi lembaga formal 

di Swedia (Justitie Ombudsman). Lembaga Parliamentary Ombudsman 

(Folketingets Ombudsman yang lebih moderen, menjadi state auxiliary body 

mulai didirikan di Denmark tahun 1955 dan kemudian di New Zealand pada tahun 

1962. 

Untuk Indonesia lembaga Ombudsman menjadi suaru lembaga yang 

penting mulai masa Reformasi 21 Mei 1998 mengamanatkan perubahan 

kehidupan bernegara, berbagsa, dan bermasyarakat, yaitu kehidupan yang 

didasarkan pada penyelengaraan negara dan pemerintahan yang demokrasi dalam 

rangka meningkatkan kesejahterasan, meciptakan keadilan, dan kepastian hukum 

bagi seluruh warga negara Indonesia. 

Upaya pembentukan lembaga Ombudsman Republik Indonesia oleh 

pemerintah dimulai ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa, lalu dilanjutkan oleh 

Presiden selanjutnya, yakni K.H. Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan, 

K.H. Abdurrahman Wahid lah disebut sebagai tonggak sejarah pembentukan 
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lembaga Ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu sadar akan 

perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia menyusul adanya tuntutan 

masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan 

penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good governance. 

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid segera mengeluarkan Keputusan 

Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga 

Ombudsman. Menurut konsideran keputusan tersebut, latarbelakang pemikiran 

perlunya dibentuk lembaga Ombudsman Indonesia adalah untuk lebih 

meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari 

pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, 

dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang dirugikan 

untuk mengadu kepada suatu lembaga yang independen yang dikenal dengan 

nama Ombudsman. 

Pada bulan Maret 2000, K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman 

Nasional, sehingga mulai saat itu, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem 

pengawasan. Demikianlah sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 

Tahun 2000 pada tanggal 10 Maret 2000, berdirilah Lembaga Ombudsman 

Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Masa awal pembentukan 

pada era K.H. Abdurrahman Wahid, Ombudsman terbentuk dengan dua tujuan. 

Pertama, Ombudsman dibentuk untuk membantu menciptakan dan/atau 

mengembangkan kondisi yang kondusif dalam proses pemberantasan korupsi, 

kolusi, dan nepotisme, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua, adalah 
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untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. 

Kemudian untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang 

komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-undang tentang 

Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan 

kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Nomor/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan 

dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang salah satunya 

memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan Undang-undang. Akhirnya pada 

tanggal 7 Oktober 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 

Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, 

maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik 

Indonesia. Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa Ombudsman tidak 

lagi berbentuk Komisi Negara yang bersifat sementara, tapi merupakan lembaga 

negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain, serta 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan 

lainya.  

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Ombudsman Republik 

Indonesia mempunyai tugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, menindaklanjuti laporan/ pengaduan 

masyarakat yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman 

Republik Indonesia, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
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maladministrasi dalam pelayanan publik, dan melakukan koordinasi, kerja sama 

serta pengembangan jaringan kerja dengan lembaga negara atau lembaga 

pemerintah lainnya.  

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dibentuk dan 

mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 8 Oktober 2012 lalu seiring dengan 

dilantiknya Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau 

bersama tiga orang asisten di Jakarta pada saat itu. Kehadiran Ombudsman di 

Perwakilan Provinsi Riau kemudian membawa perkembangan baru dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini.Perkembangan ini ditandai 

dengan peran Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pembenahan di 

sektor pelayanan publik.Perkembangan baru juga makin terlihat dengan adanya 

upaya penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat.
8
 

Yang mana pertama kali berdirinya kantor Ombudsman Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Riau beralamat di jalan Arifin Ahmad selama 

kurang lebih 3 tahun dan kini kantor Ombudsman Republik IndonesiaPerwakilan 

Provinsi Riau beralamat jalan Diponegoro Nomor 44 A, Pekanbaru 28116. 

2. Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau  

Visi dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Riau adalah mewujudkan pelayanan publik prima yang mensejahterakan dan 

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Provinsi Riau. Adapun misi 

untuk memcapai visi tersebut adalah sebagai berikut :  

                                                             
8
www.ombudsman.go.id   
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1. Melakukan tindakan pengawasa, menyampaikan saran dan rekomendasi 

serta mencegah Maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

2. Mendorong penyelengaraan Negara dan Pemerintahan agar lebih efektif 

dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi dan nepotisme.  

3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan 

supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan. 

3. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia  

Ombudsman bertujuan :  

1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;  

2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintah yang efektif dan 

efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme;  

3. Meningkatkan mutu pelayanan negara disegala bidang agar setiap warga 

negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan 

yang semakin baik;  

4. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan 

dan pencegahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, 

korupsi, serta nepotisme;  

5. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, 

serta supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.  

Fungsi Ombudsman Ombudsman Republik Indonesia menurut pasal 6 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008:Ombudsman berfungsi mengawasi 

penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelengara 
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Negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk yang 

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan 

Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi 

tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 

Tugas Ombudsman Republik Indonesia menurut pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 :  

1. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggara 

pelayanan public;  

2. Melakukan Pemeriksaan substansi atas Laporan;  

3. Menindak lanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman. 

4. Melakukan Investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga Negara atau 

lembaga pemerintah lainya serta lembaga kemasyarakatan dan 

Perseorangan;  

6. Membangun Jaringan Kerja; 

7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan public; dan  

8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.  

Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan laporan 

menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 :  
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1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, 

atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada 

Ombudsman; 

2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada 

Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;  

3. Meminta klarifikasi, dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 

diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi 

Terlapor;  

4. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang 

terkait dengan Laporan;  

5. Menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan 

para pihak;  

6. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 

Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada 

pihak yang dirugikan;  

7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan 

Rekomendasi.  

4. Azas Ombudsman Republik Indonesia  

1. Kepatuhan  

Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman tidak hanya terpaku pada 

aturan hukum normatif belaka, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai 

yang berkembang dalam masyarakat. 
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2. Keadilan  

Setiap tindakan dari Ombudsman harus mencerminkan keadilan bagi 

setiap pihak yang laporannya sedang ditangani oleh Ombudsman. 

3. Non diskriminasi  

Dalam memberikan pelayanan Ombudsman tidak boleh menggunakan 

prasangka ras, etnik, agama, keyakinan, politik, dan lain-lain. 

4. Tidak memihak  

Dalam mengambil pertimbangan dan menggunakan kewenangan 

Ombudsman harus besikap di tengah dan memperlakukan para pihak 

setara. 

5. Akuntabilitas  

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Ombudsman dapat dipertangung 

jawabkan menurut ketentuan yang berlaku. 

6. Keseimbangan  

Dalam menangani laporan dan menjalankan kewenangan harus pada posisi 

seimbang di antara pihak-pihak yang berkepentingan. 

7. Keterbukaan  

Dalam menjalankan tugasnya tidak menutup informasi yang seharusnya 

menurut ketentuan dapat dilakukan publikasi. 

8. Kerahasiaan  

Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman tetap menjaga kerahasiaan 

informasi yang di dapat dari berbagai pihak yang tidak ada hubungan 

dengan pensanganan laporan. 
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5. Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Riau  

Gambar 1.1 Struktur organisasi Ombudsman Perwakilan Provinis Riau 

terdiri dari 1 orang kepala perwakilan, 10 orang asisten Ombudsman, dan 1 orang 

(PNS) sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu(BPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data:Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau  2019 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Pelayanan Publik 

 Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh 

berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua 

barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai 

pelayanan public.
9
 selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur 

terdahulu menyatakan “what government does is public service”2. Pendapat 

tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  

Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan 

publik. Berikut ini beberapa pendapat pelayanaan publik oleh beberapa ahli 

tersebut: 

Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang 

diberikan oleh pemerintah kepaa warga negaranya baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang 

diselenggarakan oleh pihak swasta).
10

 Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

                                                             
9
Dwiyanto, Agus, Manajemen Pelayan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, 

Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta: 2015, hlm. 14.   
10

Putra, Fadhilla, New Public Governance, UB Press, Malang: 2012,  hlm.12.   
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pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
11

 

Mengacu pada pendapat di atas, menjadikan bukti bahwa pelayanan publik 

merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan 

didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi 

acuan dalam penyelenggarannya. Selain pihak dari pemerintah yang menjadi 

penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik 

diselenggaran oleh pihak non pemerintah, seperti swasta atau masyarakat. Namun 

hal tersebut tidak seakan- akan membantah bahwa peran pemerintah begitu 

penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya. 

Pelayanan oleh pemerintah (government service) dapat dimaknai sebagai 

“the delivery of a service by a government agency using its own employees” 

dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara 

yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan 

publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai 

sektor publik (public sector), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik 

pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik 

pemerintah, dan seterusnya. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah 

dilaksanakan demi tujuan agar tidak tejadi penyalahgunaan. Pemerintah sebagai 

penyedia harus bersikap secara professional dalam menjalankan fungsinya sebagai 

penyedia pelayanan publik. 

                                                             
11

Mahmudi,  Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. Kedua, Yogyakarta: Sekolah 

Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010, hlm. 22   
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Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penyedian pelayanan publik 

haruslah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. regulasi 

tersebut selanjutnya menjadi semacam guidance bagi penyediaan pelayanan 

publik. Oleh karena itu, adanya Undang-undng No 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan publik menjadi angin segar dalam upaya peneyedian pelayanan publik 

yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Disamping itu, Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahterannya, sehingga 

efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baiknya buruknya 

penyelenggaraan publik.
12

 Sehingga jelas sekali bahwa tugas dari penyelenggara 

pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk 

barang, jasa ataupun pelayanan administratif dan dalam kaitannya dengan 

pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan 

penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting. 

B. Konsep Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

                                                             
12

Surjadi, Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik,  Bandung: Reifika Aditama, 2012, 

hlm.  17 . 
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pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan 

pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 

Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
13

 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alatalat yang diperlukan, siapa 

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara 

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula5. Dari pengertian 

yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya 

pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan 

dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang 

mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha 

dan didukung oleh alat-alat penujang. 

                                                             
13

Nurdin Usman, Konteks implementasi berbasis Kurikulum, CV. Sinar Baru, Bandung: 

2002, hlm. 70 



 

 

 

35 

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan 

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses 

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi 

yang disampaikan; 

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan 

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna 

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan; 

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program 

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya 

dari mereka yang menjadi implementer program; 

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit 

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa 

pola yang baku. 

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu 

proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi 

antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses 

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu : 

Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan; 
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a. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program 

perubahan dan peningkatan; 

b. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut.  

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program 

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut. 

C. Konsep Program Jaminan Kesehatan (JKN) 

Jaminan kesehatan adalah bentuk perlindungan sosial yang 

diselenggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya memenuhi 

kebutuhan hidup dasar yang layak. Terutama bidang dari kesejahteraan sosial 

yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi 

sosial termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-

anak, dan lain-lain. 

Program jaminan kesehatan nasional adalah program pemerintah dan 

masyarakat yang tujuannya memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh 

bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, 

produktif, sejahtera.
14

Program jaminan kesehatan ditujukan untuk memberikan 

manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan 

preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan penyakit 

katastropik seperti penyakit jantung, dan gagal ginjal.Institusi pelayanan 

kesehatan pemerintah maupun swasta dapat memberikan pelayanan untuk 

                                                             
14

http://www.jaamsosindonesia.com/sjsn/Program/program_jaminan_kesehatan di akses 

pada 02Januari 2020. 
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program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerjasama 

dengan pemerintah. 

Jaminan kesehatan adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 

membayar iuran atau pun iurannya dibayar pemerintah. Jaminan kesehatan 

bersifat pelayanan kesehatan perorangan, ini mencakup pelayanan promotif, 

preventif, kuratif, rehabilitativ, pelayanan obat, bahan medis habis pakai 

sesuaidengan indikasi medis yang diperlukan.
15

 Program Jaminan Kesehatan 

dilaksanakan terlebih dahulu pada program jaminan sosial lainnya. Para pegawai 

negeri sipil dan militer memiliki program kesehatannya sendiri yaitu Askes dan 

Asabri. Beberapa pekerja sektor formal dilindungi oleh sebuah program kesehatan 

yang disediakan oleh Jamsostek, sedangkan yang lain tercakup dalam program 

asuransi swasta. Sebagian sektor formal tidak tercakup sama sekali karena 

pemberi kerja memilih untuk menghindari persyaratan Jamsostek. Program 

Kesehatan kurang mampu untuk dapat memberikan program jaminan kesehatan 

yang efektif dan efisien. Maka dari itu, pada Januari 2014 semua program jaminan 

kesehatan yang ada dikelola oleh satu administrator yaitu BPJS Kesehatan. 

Peserta Jaminan Kesehatan adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan 

Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. PBI Jaminan Kesehatan adalah 

fakir misikin dan orang tidak mampu yang iurannya akan dibayar oleh 

pemerintah. Fakir miskin terdapat dalam Peraturan Presiden, penerima bantuan 

                                                             
15

Yudha Indrajaya, Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan, 

Jakarta: Makalah Sosialisasi untuk Walikota, 2014, hlm. 20. 
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iuran jaminan kesehatan adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber 

mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Sedangkan orang tidak 

mampu penerima PBI Jaminan Kesehatan adalah orang yang mempunyai sumber 

mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar 

yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. 

Bagi peserta yang mengalami cacat total tetap, iurannya juga dibayar oleh 

pemerintah. Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan untuk PBI Jaminan 

Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

D. Prinsip Jaminan Kesehatan 

Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip-prinsip Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berikut: 

a. Prinsip Gotong Royong 

Gotong royong menjadi salah satu prinsip dalam hidup bermasyarakat juga 

merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam SJSN, prinsip 

gotong royong adalah peserta yang mampu membantu peserta yang kurang 

mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau berisiko tinggi, dan 

peserta yang sehat membantu yang sakit. Ini terwujud karena kepesertaan 

SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu. Dengan 

demikian, melalui prinsip gotong-royong jaminan sosial dapat 

menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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b. Prinsip Nirlaba 

Pengelolaan dana amanat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) adalah nirlaba bukan untuk mencari laba (for profit oriented). 

Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya 

kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana 

amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan di manfaatkan sebesar-

besarnya untuk kepentingan peserta. 

c. Prinsip Portabilitas 

Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah 

pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

d. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib 

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta 

sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi 

seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan 

kemampuanekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan 

penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor 

formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara 

mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

dapat mencakup seluruh rakyat. 

e. Prinsip Dana Amanat 
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Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada 

badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka 

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. 

f. Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial 

Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. 

E. Tujuan Jaminan Kesehatan 

Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh 

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

Dengan demikian, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang 

dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui 

mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory). 

Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem 

asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

masyarakat yang layak. 

Ini bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar 

hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Pemenuhan 

kebutuhan dasar dapat diukur setiap saat. Kebutuhan dasar kesehatan adalah 

pengobatan atau terapi sampai sembuh, apa pun penyakitnya selagi teknologi 

kedokteran tersedia. Juga bertujuan demi terwujudnya rakyatsehat dan produktif. 
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Yang terpenting adalah memantau seberapa sehat produktif rakyat Indonesia 

dibandingkan dengan tingkat sehat dan produktif rakyat negara lain.
16

 

F. Pelayanan Jaminan Kesehatan 

Manfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, 

mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat 

sesuai indikasi medis yang diperlukan. BPJS kesehatan dalam melakukan 

pelayanan promotif dan preventif yaitu dengan mengadakan program kesehatan, 

program skrining, entry aplikasi, perawatan anak, imunisasi, penyemprotan 

demam berdarah dan mengadakan olahraga.
17

 Pelayanan promotif dan preventif 

ini bertujuan untuk menyehatkan para peserta BPJS Kesehatan sehingga 

mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan yang dilakukan di fasilitas 

kesehatan yang lebih mahal biayanya dibandingkan dengan pelayanan promotif 

dan preventif ini. 

Sedangkan pelayanan kuratif atau pengobatan yaitu BPJS Kesehatan 

berupa pengobatan kepada para peserta di fasilitas kesehatan yang telah bekerja 

sama dengan BPJS Kesehatan. Program rehabilitatif atau pasca pengobatan yaitu 

BPJS Kesehatan mengadakan control ulang bagi peserta yang sudah sembuh 

kemudian peserta tersebut dapat melakukan rehab medic sehingga peserta tersebut 

tidak kembali sakit atau melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bisa 

mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. 

                                                             
16

Hasbullah Thabrany, Jaminan Kesehatan Nasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 

2016, hlm. 17-18. 
17

Harry, BPJS Kesehatan, Wawancara dalam skripsi M. Abduh Nuril Huda, tahun 2014 
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Pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan 

penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana dan 

skrining kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: 

a. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non 

spesialistik yang mencakup : 

a) Administrasi Pelayanan 

b) Pelayanan promotif dan preventif 

c) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis 

d) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 

e) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

f) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 

g) Pemeriksaan penunjang diagnostic leboraturium tingkat pertama 

h) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi 

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan 

kesehatan yang mencakup: 

a) Rawat jalan yang meliputi: 

1. Administrasi pelayanan 

2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter 

spesialis dan subspesialis 

3. Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis 

4. Pelayanan obat dan bahan medis habis paka 

5. Pelayanan alat kesehatan implant 
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6. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi 

medis 

7. Rehabilitasi medis 

8. Pelayanan darah 

9. Pelayanan kedokteran forensik 

10. Pelayanan jenazah di Fasilitas Kesehatan 

b) Rawat inap yang meliputi: 

1. Perawatan inap non intensif 

2. Perawatan inap di ruang intensif 

c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan.Sedangkan untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin 

oleh program jaminan kesehatan: 

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur 

sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku 

2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang 

tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus 

gawat darurat 

3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan 

kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan 

kerja atau hubungan kerja 

4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri 

5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik 

6. Pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas 
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7. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) 

8. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat 

dan/atau alcohol 

9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau 

akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri 

10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk 

akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif 

berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology 

assessment) 

11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai 

percobaan (eksperimen) 

12. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu 

13. Perbekalan kesehatan rumah tangga 

14. Pelayanan kesehatan akibat beencana pada masa tanggap darurat, 

kejadian luar biasa/wabah 

15. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan 

mannfaat jaminan kesehatan yang diberikan 

Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, 

laboraturium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan 

memenuhi syarat tertentu apabila kesehatan tersebut diakui dan memiliki 

izin dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. 

Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dan asosiasi fasilitas 
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kesehatan di wilayah tersebut. BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan 

atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima 

belas) hari sejak permintaan pembayaran diterima. 

Alur pelayanan kesehatan di BPJS kesehatan yaitu fasilitas 

kesehatan tingkat pertama (Puskesmas), fasilitas kesehatan tingkat kedua 

(RSUD atau RS Swasta), fasilitas kesehatan tingkat ketiga (RSCM, RS 

Jantung Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, dan sebagainya). Jadi 

pelayanan kesehatan yang diberikan mengharuskan peserta untuk 

mengikuti alur yang telah ditetapkan. Pengobatan yang dilakukan peserta 

harus melalui Puskesmas terlebih dahulu, apabila Puskesmas tidak bisa 

menangani pasien, maka Puskesmas memberikan surat rujuakn ke rumah 

sakit umum atau swasta. Apabila rumah sakit tersebut tidak bisa 

menangani pasien dengan penyakit kritis, maka rumah sakit tersebut 

memberikan surat rujukan kepadaa rumah sakit khusus yang menangani 

penyakit tertentu. 

Pelayanan kesehatan BPJS memfasilitasi peserta untuk dapat 

berobat secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama 

dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. 

d) Pelayanan kesehatan yang dijamin. Pelayanan kesehatan tingkat 

pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang 

mencakup antara lain: 

1. Administrasi pelayanan 

2. Pelayanan promotif dan preventif 
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3. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 

4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

5. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis 

6. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboraturium tingkat 

pertama.
18

 

Alur pelayanan kesehatan BPJS yaitu peserta harus melakukan 

pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) terlebih 

dahulu fasilitas kesehatan tingkat kedua (RSUD atau RS Swasta), dan 

selanjutnya fasilitas kesehatan tingkat ketiga (RSCM, RS Jantung Harapan 

Kita, RS Kanker Dharmais dan sebagainnya) dengan mendapatkan surat 

rujukan dari fasilitas kesehatan sebelumnya. Peserta boleh melakukan 

pengobatan langsung ke fasilitaskesehatan tingkat ketiga dengan catatan 

keadaan peserta sudah dalam keadaan darurat (emergency). Setelah peserta 

melakukan pengobatan ke rumah sakit, maka fasilitas kesehatan dapat 

mengajukan permohonan klaim pada kantor BPJS Kesehatan, baik cabang 

atau pusat. 

G. Iuran Jaminan Kesehatan 

Iuran BPJS Kesehatan berasal dari iuran peserta bukan penerima bantuan 

iuran (Non PBI) dan iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI). Iuran peserta 

Non PBI, baik bekerja maupun pemberi kerja seperti PNS, TNI dan POLRI 

membayar iuran sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan dengan 

ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan2% (dua persen) 

                                                             
18

BPJS Kesehatan, Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan, hlm. 6 
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dibayar oleh peserta perbulannya dan mendapat fasilitas pelayanan kesehatan di 

kelas I dan kelas II. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 

iuran dibayar oleh Pemerintah. Penempatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 

dengan pangkat dari peserta tersebut. 

Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, 

BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan 

dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu 

persen) dibayar oleh Peserta. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima 

Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran 

iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per 

bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja 

penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta 

pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 

a) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang 

per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.  

b) Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan 

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II. 

c) Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan 

dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 

Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, 

duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya 

ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji 

pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat 
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belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah. Pembayaran iuran paling lambat 

tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 

Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 

1 Juli 2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari 

sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan 

memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan denda sebesar 

2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan 

ketentuan: 

a) Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan. 

b) Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
19

 

H. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

1. Status dan Tempat Kedudukan 

Sebagai badan hukum publik, BPJS Kesehatan dikelola oleh Direksi dan 

Dewan Pengawas. Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan atas 

pelaksanaan tugas BPJS sebagai institusi. Dalam pelaksanaannya, Dewan 

Pengawas :  

a) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, dan memberikan 

saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan 

pengelolaan BPJS Kesehatan; 

b) Melakukan pengawasan, dan memberikan saran, nasihat, dan 

pertimbangan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Dana 

Jaminan Sosial oleh Direksi; 

                                                             
19

https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/13 iuran Jaminan 

Kesehatan. Diakses pada 02 Januari 2020 
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c) Melakukan pengawasan atas kinerja Direksi; dan 

d) Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial 

sebagai bagian dari satu kesatuan laporan BPJS Kesehatan kepada 

Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional 

(DJSN). 

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau 

perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum 

diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga 

dengan subjek hukum. 

Berdasarkan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

disebutkan mengenai adanya 3 jenis badan hukum, yaitu: 

a) Yang diadakan oleh kekuasaan atau pemerintah atau negara. 

b) Yang diakui oleh kekuasaan. 

c) Yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak 

bertentangan dengan UndangUndang atau kesusilaan biasa juga disebut 

dengan badan hukum dengan konstruksi keperdataan. 

Badan hukum dibedakan atas 4 macam, yaitu :  

a) Lembaga-lembaga negara yang dibentuk dengan maksud untuk 

kepentingan umum dapat mempunyai status sebagai badan hukum 

yang mewakili kepentingan umum dan menjalankan aktivitas di 

bidang hukum publik. Misalnya Komisi Pemilihan Umum yang dalam 

menjalankan tugasnya menetapkan keputusan tentang partai politik 

yang berhak mengikuti pemilihan umum. 
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b) Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan menjalankan 

aktivitas di bidang hukum perdata. Misalnya, Bank Indonesia sebagai 

bank sentral menurut ketentuan UndangUndang Dasar 1945 

mengadakan dan menandatangani perjanjian jual beli valuta asing 

dengan badan usaha lain. 

c) Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya tetapi 

menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Misalnya, suatu 

yayasan yang dibentuk oleh pribadi-pribadi para dermawan untuk 

membantu pemberian bantuan obat-obatan dan fasilitas kesehatan bagi 

orang miskin atau pegawai negeri sipil golongan I di suatu daerah 

tertentu. 

d) Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata pendirinya dan 

menjalankan aktivitas di bidang perdata. Misalnya koperasi ataupun 

perseroan terbatas yang didirikan oleh pendirinya untuk kepentingan 

Perdata dan menjalankan aktivitas perdagangan yang mendatangkan 

keuntungan perdata bagi yang bersangkutan. 

Badan hukum ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 

a) Badan Hukum Privat (privaatrecht). Yaitu badan hukum yang 

didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang menyangkut 

kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan 

hukum tersebut. 
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b) Badan Hukum Publik (publiekrecht). Yaitu badan hukum yang 

didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak atau 

menyangkut kepentingan negara. 

Badan hukum publik (publiekrecht) merupakan badan hukum yang 

didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak atau menyangkut 

kepentingan negara. Badan hukum ini merupakan badan negara, mempunyai 

kekuasaan wilayah, lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan 

perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh 

eksekutif/pemerintah/Badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu. 

Landasan Hukum BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik, adalah:  

a) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 

Merupakan salah satu dan hukum publik di Indonesia yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan 

adalah badan hukum publik dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

b) Pemilik BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik. Pada 

prinsipnya suatu badan hukum publik, pemiliknya adalah 

orang/lembaga yang menempatkan modal/aset pada Badan hukum 

tersebut. Sumber dana BPJS Kesehatan adalah dari pemerintah dan 

peserta yang membayar iuran. Jadi pemilik BPJS Kesehatan adalah 
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pemerintah dan peserta program jaminan sosial, termasuk orang asing 

yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia. 

c) Lembagan Non-Struktural Lembaga Non-Struktural adalah lembaga 

yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna 

menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat 

melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta 

dibiayai oleh anggaran negara. Kategori BPJS Kesehatan dalam 

Susunan Lembaga Negara Indonesia. BPJS Kesehatan merupakan 

salah satu Lembaga Non-Struktural. Lembaga Non-Struktural 

(disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan 

perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi 

negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur 

pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran 

negara. 

BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan 

Nasional berhubungan dengan badan hukum publik lainnya 

(Kementerian/Lembaga). Hubungan kerja tersebut bersifat kemitraan, koordinatif, 

konsultatif, sinergitas, dan joint working. Oleh karenanya, tidak ada 

Kementerian/Lembaga yang dapat mengendalikan, mengatur, dan mengintervensi 

BPJS Kesehatan, kecuali ada penugasan khusus dari Presiden. Tata Hubungan 

Kerja BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab 

kepada Presiden Sepanjang tidak ada Menteri atau Pejabat lain yang ditunjuk 

Presiden, sesuai denganhubungan ketatalaksanaan pemerintahan, Direksi BPJS 
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Kesehatan mempunyai kewajiban hukum untuk menyampaikan pelaksanaan 

program JKN yang diamanatkan oleh Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang 

BPJS secara tertulis dan/atau lisan kepada Presiden.  

Kekuatan Peraturan/Regulasi yang Diterbitkan oleh BPJS Kesehatan 

Sehubungan dengan kedudukan BPJS Kesehatan yang termasuk dalam Badan 

Hukum Publik yang dibentuk dengan Undang-Undang, BPJS Kesehatan memiliki 

kewenangan untuk membuat keputusan atau peraturan yang mengikat orang lain 

yang tidak tergabung dalam badan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan amanat 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

PerundangUndangan. Pasal 8 menyebutkan: 

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ 

Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 
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sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih 

tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
20

 

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 di atas, BPJS Kesehatan 

memenuhi rumusan ayat (1) dan ayat (2) yakni: (1) Peraturan BPJS Kesehatan 

termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

karena BPJS Kesehatan sebagai penyusun Peraturan merupakan badan yang 

dibentuk dengan Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang SJSN dan 

Undang-Undang BPJS. (2) Peraturan BPJS Kesehatan diakui keberadaannya dan 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena diperintahkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan.
21

 

2. Fungsi 

BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional 

berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin 

agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 

BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a 

berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi 

                                                             
20

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 
21

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Kedudukan dan status kelembagaan BPJS Kesehatan, 

Jakarta; 2017, hlm. 14. 
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menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan 

kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.
22

 

3. Tugas dan Wewenang 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS 

bertugas untuk:  

a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 

b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; 

c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; 

d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; 

e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; 

f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 

dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan 

g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan 

Sosial kepada Peserta dan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 

berwenang untuk: 

a. Menagih pembayaran Iuran; 

b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan 

jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; 

                                                             
22

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 9 Ayat (1) Dan (2). 
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c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan 

Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; 

d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 

pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 

ditetapkan oleh Pemerintah; 

e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;  

f. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang 

tidak memenuhi kewajibannya; 

g. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 

ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi 

kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

dan 

h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan 

program Jaminan Sosial.
23

 

Kewenangan menagih pembayaran iuran dalam arti meminta pembayaran 

dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, 

kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi 

administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai 

badan hukum publik.
24

 

 

 

                                                             
23

Ibid 
24

http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang_25 di akses pada 

02 Januari 2020 
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4. Hak dan Kewajiban  

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 

BPJS berhak untuk: 

a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang 

bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 

b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program 

Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS 

berkewajiban untuk: 

a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; 

b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-

besarnya kepentingan Peserta; 

c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik 

mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 

pengembangannya; 

d. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-

Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 

e. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk 

mengikuti ketentuan yang berlaku; 

f. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk 

mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; 
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g. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua 

dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;  

h. Memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang 

lazim dan berlaku umum; 

j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan 

k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, 

secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan 

kepada DJSN.
25
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 12 Dan Pasal 13. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pelayanan BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin 

Achmad Kota Pekanbaru berlum berjalan secara optimal, adapaun terkait 

dengan pelayanan BPJS salah satu alternative yang dapat dilakukan 

peserta BPJS yaitu dengan melaksanakan pelaporan terkait dengan kualitas 

pelayanan yang didapatkan, salah satu yang berperan ikut serta dalam 

menangani maladministrasi, terakit dengan pelayanan public tersebut 

adalah dengan Ombudsman, Ombudsman sendiri bertugas melakukan 

pengawasan kesetiap instansi pelayanan publikkhususnya pada dibidang 

pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit. 

2. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan BPJS 

di Rumah Sakit Arifin Ahmad Kota Pekanbaru terbagi atas factor internal  

dalam memberikan pelayanan bagi pasien peserta BPJS yaitu fasilitas atau 

bangunan rumah sakit perlu dilakukan renovasi serta penambahan fasilitas 

medis guna mendukung kinerja pelayanan yang optimal selanjutnya dari 

petugas bagian pendaftaran pasien peserta BPJS hanya terdiri 2 orang 

sehingga apabila pasien banyak yang ingin berobatmaka petugas tersebut 

kesulitan dalam  melayani pasien. Sedangkan untuk eksternal yaitu 

Mempengaruhi dengan kinerja pelayanan peserta BPJS seperti kurangnya 

sosialisasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara BPJS terhadap 
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pengguna layanan. Selain kendala pelayanan diatas dalam memberikan 

pelayanan peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 

Kota Pekanbaru. Juga terdapat kendala pada Ombudsman dalam menerima 

laporan dalam sebagai pengawasan terhadap pelayanan publik. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Saran terhadap pelaksanaan pelayanan BPJS di Arifin Ahmad Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru dan untuk Ombudsman Perwakilan 

Provinsi Riau adalah agar lebih memperhatikan lagi baik itu dari segi 

sarana dan prasarana dalam menunjang berjalannya suatu pelaksanan 

pelayanan publik di bidang kesehatan. 

2. Saran untuk kendala dalam pelaksanaan pelayanan BPJS di Arifin Ahmad 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pekanbaru adanya perbaikan kualitas 

pelayanan untuk perserta BPJS, dan untuk Ombudsman agar lebih giat lagi 

memperhatikan atau mengawasi permasalahan terkait dengan pelayanan 

publik. 
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